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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah
untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
diberikan oleh pemerintah pada lembaga pendidikan tingkat wajardikdas 9 tahun,
yaitu SD dan SLTP sebagai pengganti dana operasional yang biasa dipungut dari
anak-anak didik lembaga pendidikan tersebut, sehingga dengan adanya dana
Bantuan Operasional Sekolah ini, semua anak didik setiap lembaga yang
mendapat bantuan BOS ini dibebaskan dari iuran SPP yang biasanya dibayar
setiap bulan.

Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah ini, maka akan lebih
meringankan beban para orang tua siswa dengan dihilangkannya biaya SPP
bulanan. Kepala sekolah dan seluruh staf pengajar yang ada juga merasakan
kemudahan yang didapat dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah,
karena proses yang tadinya dimulai dari mengumpulkan biaya dari tiap siswa,
menjadi hanya tinggal melaksanakan dan mengelola dana yang sudah ada sesuai
dengan aturan dan petunjuk penggunaan dari pemerintah mengenai dana Bantuan
Operasional Sekolah tersebut. Kepala sekolah memiliki peranan kuat dalam
mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya

pendidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah dituntut mempunyai
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kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu
mengambil inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah (Mulyasa,
2005). Manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena manajemen seckolah secara
langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum,
berbagai peralatan belajar, waktu mengajar dan proses pembelajaran. Sekolah
efektif dalam perspektif manajemen, merupakan proses pemanfaatan seluruh
sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan
sistematik (mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengerahan tindakan dan
pengendalian) untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Tetapi dikarenakan dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional
Sekolah ini belum menggunakan system informasi yang terkomputerisasi,
sehingga setiap bagian yang memerlukan informasi tidak bisa dengan cepat
mendapatkan informasi yang dibutuhkan, karena pemrosesan data masih
dilakukan secara manual, baik itu data siswa yang mendapat dana BOS, data
penggunaan dana BOS untuk pos-pos pengeluaran atau pembelanjaan rutin, dan
data-data lainnya yang dibutuhkan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana
kebijakan kepala sekolah sebagai pemimpin yang berpengaruh pada penyaluran
dana bantuan operasional sekolah (BOS), oleh karena itu penulis merumuskan
judul penelitian untuk diteliti yaitu: “Kebijakan Kepala Sekeolah Dalam

Mendistribusikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah
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Dasar Negeri 320 Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Madina

(Mandailing Natal)”.

B. Perumusan Masalah

Masalah merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan
suatu yang diharapkan atau yang ingin dicapai agar dapat terwujud.

Menurut Mohammat Hatta, (2000: 14) “ Masalah adalah kejadian atau
keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, kita
tidak puas hanya melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”.

Berdasarkan pendapat diatas tersebut maka dalm penelitian ini penulis
merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kebijakan Kepala Sekolah
dalam mendistribusikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di
Sekolah Dasar Negeri 320 Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten

Madina (Mandailing Natal)”?

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan juga perumusan masalah yang
telah diuraikan terlebih dahulu, maka sangat perlu dilakukan pembatasan atas
masalah yang diajukan agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang batasan
dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun pembatasan masalh tersebut:
1. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam menyalurkan (mendistibusikan)
dana BOS di SD Negeri 320 Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten
Madina (Mandailing Natal)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&ypi"\’)‘?ﬁsf-%f)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]22/8/24—



Erna Elfriza Sibarani - Kebijakan Kepala Sekolah dalam Pendistribusian Dana Bantuan Operasional ..

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Jujun (2002: 313) menyatakan, “tujuan penelitian adalah sebagai pernyataan
mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang
akan dirumuskan”.

Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi serta gambaran mengenai kebijakan kepala sekolah
dalam mendistribusikan dana BOS di SD Negeri 320 Sinunukan 1, Kecamatan
Sinunukan, Kabupaten Madina (Mandailing Natal)

2. Mengetahui seberapa besar dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah
SD Negeri 320 Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Madina
(Mandailing Natal)

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

1. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Medan Area.

2. Sebagi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan
pendistribusian dana BOS di SD Negeri 320 Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan,

Kabupaten Madina (Mandailing Natal)

E. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran menurut Kerlinger yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat

(2000 : 8) adalah “Suatu himpunan konsep, defenisi, dan preposisi yang
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mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menggambarkan
realisasi diantara variable untuk menjelaskan dan meramalkan gejala-gejala tersebut”.

Kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang
berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah yang di teliti, dimana fungsinya
merupakan alat untuk mencapi satuan pengetahuan yang sisitematis dan bisa
membimbing peneliti. Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam
penulisan ini didasarkan pada bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam
mendistribusikan dan BOS.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program kebijakan pemerintah
Negara kita terhadap dunia penidikan. Sebagai bukti bahwa pemerintah sangat peduli
dengan kualitas pendidikan bagi anak-anak bangsa. Ini juga merupakan bagian dari
mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Pemerintah jelas ingin membantu
warga dalam membiayai dana pendidikan anak-anak dari tingkat SD kelas 1 sampai
dengan kelas 9. Bantuan dana tunai untuk penyelenggaraan operasional sekolah ini
langsung diberikan kepada anak-anak melalui lembaga sekolah negeri atau sekolah
swasta secara merata. Dana untuk biaya operasional sekolah diambil dari APBD yang
di utamakan untuk warga miskin tapi boleh diberikan kepada warga yang mampu
sekedar meringankan beban dana pendidikan pada orang tua.

Para kepala sekolah diberikan petunjuk dan pelaksanaan penggunaan dana
BOS. Dana ini dintamakan untuk membebaskan iuran bulanan atau SPP. Jika ada sisa
maka bisa digunakan untuk biaya operasional yang lain, tetapi bukan untuk

membiayai kegiatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Para kepala sekolah
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Dunn (2000:51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan
(policy) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa
Yunani dan Sansekerta Polis (Negara atau Kota) dan Pur (Kota) yang dikembangkan
dalam bahasa Latin menjadi Politia (Negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris
Policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi
pemerintah.

Menurut Friedrick (2005: 1-5) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan
tertentu.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1988) yang dikutip oleh Sagala Syaiful
(2008:97) mengemukakan bahwa “Kebijakan adalah kepandaian, keramahan,
kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah,
organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran”.
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Koontz dan O’Donnell yang dikutip oleh Saga Syaiful (2008:97) juga
mengemukakan bahwa “kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang
mempedomani pemikiran dalam pengambilan keputusan yang memiliki esensi batas-
batas tertentu dalam pengambilan keputusan”. Sedangakan Anderson yang dikutip
oleh Sagala Syaiful (2008:97) mengemukakan bahwa “kebijakan merupakan bagian
dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik © yang
berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapi tujuan”.

Sementara menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang dikutip oleh
Waluyo, S.SOS, M.Si, (2007: 42) kebijakan publik didefenisikan menjadi “a project
program of goals, values, and practices” yaitu sebagai suatu program yang
diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik
tertentu. Demikian pula Anderson (1979: 3) mendefenisikan kebijakan publik sebagai
“tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Adapun proses dalam pembuatan kebijakan publik dapat digambarkan dengan bagan

sebagai berikut:
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7. Jika terdapat hal-hal yang mmenyimpang maka dirumuskan kembali

permasalahan untuk diadakan perbaikan.

Kebijakan publik untuk pendidikan berkenaan dengan fungsi-fungsi esensial

institusi pendidikan khususnya satuan pendidikan (sekolah). Secara faktual kebijakan

pendidikan ada pada 2 (dua) tataran yaitu:

1. Pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kebutuhan satuan pendidikan

pada semua jenjang dan jenis. Secara spesifik kebijakan pendidikan oleh
pemerintah adalah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan seperti
pengalokasian sumber-sumber financial dan penggunaannya, gedung,
perlengkapan, peralatan dan fasilitas lainnya.

. Satuan pendidikan yang melaksanakan pelayanan belajar melalui kegiatan
pembelajaran. Kebijakan satuan pendidikan berkaitan dengan pendidikan
pengajaran yaitu pengayaan kurikulum, penetapan tujuan instruksional,

pembagian tugas tenaga pengajar, seleksi siswa baru, pengukuran kemajuan

belajar siswa, penyediaan buku pelajaran, dan lain sebagainya.

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah

kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep dan asas yang

menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan svatu pekerjaan yang di

dasarkan atas suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada, yang

dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk

tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat. Kepala

sekolah sebagai pemeimpin pada tingkat satuan pendidikan mengatur system operasi
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sekolah secara inetenal mengambil kebijakan mengenai pendidikan dan pengajaran,

manajemen sekolah, kesiswaan dan sebagainya.

B. Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah

Secara sederhana kepala sekolah dapat di defenisikan sebagai seorang tenaga
fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana
diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara
guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Menurut Wahjosumidjo yang dikutip oleh M. Luddin Abu Bakar (2009:84)
menyatakan bahwa kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah untuk
mencapai tujuan, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan
penggerak kehidupan sekolah.

b. Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi keberhasilan
sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa.

Kepala sekolah mempunyai tugsa pokok mengelola penyelenggaraan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih operasonal tugas pokok kepala
sekolah kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh sumberdaya sekolah secara
terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Tugas dan fungsi Kepala Sekolah Dasar meliputi :
a. Memimpin dan membina Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan pihak terkait
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c. Memimpin dan mengkoordinasikan tenaga kependidikan dalam meningkatkan
kualitas kinerja Sekolah Dasar

d. Membagi habis tugas-tugas Kepala Sekolah kepada guru dan Staf Tata Usaha
(TU), sesuai dengan tuntutan kurikulum.

e. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, motivasi, pengayoman kepada guru dan
staf TU dalam pelaksanaan pembelajaran.

f. Menciptakan dan mengendalikan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai
tujuan (Menyenangkan, harmonis dan dinamis)

g. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi guru maupun staf Tata
Usaha

h. Mendorong untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf Tata Usaha melalui
penataran, pelatihan dan pendidikan lanjutan.

i. Sebagai mediator antara Kepala Sekolah Dasar, Guru dan Staf Tata Usaha dalam
rangka peningkatan kinerja yang setinggi-tingginya.

j. Secara terus menerus membina dan mengevaluasi Pelaksanaan tugas guru dan
Staf Tata Usaha secara obyektif

k. Mendorong pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar

1. Merencanakan dan melaksanakan penerimaan siswa baru

m. Menyusun kegiatan ekstra-kulikuler siswa.

Mengingat bahwa Kepala Sekolah sebagai Pimpinan Lembaga atau
QOrganisasi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, maka fungsi Kepala Sekolah

pada satuan pendidikan Sekolah Dasar perlu dilihat :
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c. Aspek kemampuan menggerakan staf
d. Aspek kemampuan mengoftimalkan sumber daya sekolah
3. Sebagai Administrator (Pengurus)

Sebagai seorang administrator, kepala sekolah melakukan Fungsi-fungsi
merancang perencanaan kegiatan sekolah, menggerakkan kegiatan melalui pemberian
dorongan kepada Guru dan staf, melakukan komunikasi kepada instansi lain demi
tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Berbagai aspek yang harus dikuasai
Kepala SD adalah sebagai berikut :

a. Aspek kemampuan mengelola administrasi KBM dan BK
b. Aspek kemampuan mengelola administrasi Kesiswaan
c. Aspek kemampuan mengelola administrasi Ketenagaan
d. Aspek kemampuan mengelola administrasi Keuangan
e. Aspek kemampuan mengelola administrasi Sarana/ Prasarana
f. Aspek kemampuan mengelola administrasi Persuratan
4. Penyelia (Supervisor)

Sebagai supervisor, seorang Kepala Sekolah harus melakukan pengawasan
dan pembinaan kepada guru, khususnya berkaitan dengan kegiatan belajar dan
mengajar di kelas, agar berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan serta dapat dicapai
secara efektif dan efisien.

Berbagai aspek yang harus dikuasai Kepala Sekolah Dasar adalah‘ sebagai
berikut:

a. Aspek kemampuan menyusun program supervisi pendidikan
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a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi
berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain
dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.
Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila mereka yang melaksanakan
keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan
harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur
seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas
dengan interprestasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat
pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III ada 3 hal yang perlu diperhatikan
dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:
1. Transmisi Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang
melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
Keputusan kebijakan harus diteruskakan kepersonil yang tepat sebelum keputusan
dan perintah itu diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan
cermat oleh para pelaksana.
2. Kejelasan Komunikasi

Petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk
itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas maka para pelaksana akan

mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan.
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3. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan
akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi dan respon dari aparat pelaksana dalam
memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan.

Disini akan dilihat apakah dari sisi komunikasi implementasi kebijakan
Program Bantuan Operasional Sekolah telah efektif. Komunikasi yang terjadi
ditingkat sekolah juga terjadi komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua yang
dijembatani oleh komite sekolah. Tentu saja hal ini membutuhkan komunikasi yang

baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.

b. Sumber Daya

Implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun
jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukkan untuk melakukan
kebijakan maka implementasi cendrung tidak berjalan. Sumber-sumber yang penting
meliputi:
1. Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya
manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk
melaksanakan kebijakan maksudnya adalah para pelaksana yang berjumlah cukup
dan memiliki kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam melaksanakan

kebijakan yang ditetapkan.
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d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan.
Menurut Edward III, ada 2 karakteistik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja
baku standar atau operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard operating
pracedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan
sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya
organisasi yang komplek dan tersebar luas. Karakteristik yang kedua adalah
fragmentasi yaitu penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas yang
melibatkan unit diluar organisasi tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap

mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

D. Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program bantuan
pemerintah pusat memberikan dana kesekolah-sekolah tingkat SD dan SMP yang
bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan sebagai penerima
program. Sekolah yang dicakup dalam penerimaan ini adalah setingkat SD dan SMP.
Kebijakan ini digulirkan sebagai program kompensasi pengurangan Subsidi Bahan
Bakar Minyak (BKPS-BBM) untuk pendidikan yang disebut BOS. Biaya Satuan
Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yng diperlukan rata-rata tiap tahun, sehingga

mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang
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telah ditetapkan. Dari cara penggunaanya BSP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu; BSP

Inventasi dan BSP Operasional.

a. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) Inventasi
Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah biaya yang dikelurkan per-siswa per-tahun
untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam
waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku,
alat peraga, media, perabot dan alat kantor.

b. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) Operasional
BSP QOperasional adalah biaya yang dikeluarkan per-siswa per-tahun untuk
menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu
tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non
personil.

1. Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan honor, guru tidak tetap (GTT),
pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur dan pengembangan profesi guru
(pendidikan dan latihan diklat guru), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP),
musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), kelompok kerja kepala sekolah
(KKKS), kelompok keja guru (KKG), dan lain-lain.

2. Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang kegiatan belajar mengajar
(KBM), evaluasi penelitian, perawatanl atau pemeliharaan, daya dan jasa,

pembinaan kesiswaan dan supervise.
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2. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka
wajib belajar 9 tahun. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk :

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban
biaya operasional sekolah, baik sisekolah negeri maupun swasta.

2. Menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP Negeri terhadap biaya operasional
sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta

3. Sasaran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Adapun sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua
lembaga sekolah tingkat SD, SMP, baik Negeri maupun Swasta di seluruh Provinsi di
Indonesia. Besar dana BOS yang diterima sekolah di hitung bedasarkan jumlah siswa
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SD / MI setingkat, bantuan BOS sebesar Rp. 254.000,- siswa / tahun atau
berkisar Rp. 21.000,- siswa / bulan.
b. SMP / MTs setingkat, bantuan BQOS sebesar Rp. 354.000,- siswa / tahun atau

berkisar Rp. 29.500,- siswa / bulan.
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4. Dasar Hukum Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Adapun dasar hukum pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) adalah sebagai berikut :

1. Amanat UUD 1945 (Pembukaan alinea ke-4) :

Salah satu tujuan kemerdekaan adalah “...... mencerdaskan kehidupan
bangsa”.

2. Pasal 28 B (ayat 2) Amandemen Undang Undang Dasar 1945 :

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “.

3. Pasal 28 C (ayat 2) Amandemen Undang Undang Dasar 1945 :

“ Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperolah manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia “,

4. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Pasall, Butir 14) : Pendidikan anak adalah : “ suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut .
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b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah Tim BOS pusat membuat alokasi
dana BOS tiap-tiap provinsi yang telah dituangkan dalam DIPA Provinsi.

c. Tim Manajemen BQS pravinsi dan Tim Manajemen BOS Kab / Kota
melakukan verivikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar
dalam menetapkan alokasi di setiap sekolah.

d. Tim Manajemen BOS Kab / Kota menetapkan sekolah yang bersedia
menerima dana BOS melalui surat keputusan penetapan sekolah umum yang
menerima dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Dewan
Pendidikan.

e. Tim Manajemen BOS Kab / Kota mengirim surat keputusan alokasi BOS
dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS provinsi dengan
tembusan lembaga Bank atau Kantor Pos penyalur dana dan sekolah penerima

dana BOS.

b.. Mekanisme Penyaluran dana BOS
Syarat penyaluran dana BOS:
1) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor
rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi)
2) Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BQS

Kabupaten / Kota
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3) Tim Manajemen BOS Kabupaten / Kota melakukan verifikasi dan
mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjunya dikirim kepada Tim
Manajemen BOS Pravinsi, disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS.

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

1) Dana BOS disalurkan setiap priode tiga bulan

2) Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama dari setiap priode tiga
bulan

3) Khusus penyaluran dana periode Juli — September, apabila data jumlah siswa
tiap sekolah pada tahun ajaran baru di perkirakan terlambat, disarankan agar
jumlah dana BOS periode ini didasarkan data periode April — Juni.
Selanjutnya, jumlah dana BOS periode Oktober — Desember disesuaikan
dengan jumlah yang telah disalurkan periode Juli — September, sehingga total
dana periode Juli — Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh

sekolah.

¢. Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan
bendahara BOS sekolah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat
dilakukan sewaktu waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk
pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi /

persetuyjuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan
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. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya
pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang
serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, misalnya
untuk fotocopy, komsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan
siswa baru dan lain sebagainya yang relevan.

. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.

. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan.

. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga,
kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya,
misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya
transportasi dan akomodasi siswa / Guru dalam rangka mengikuti lomba.

. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil
belajar siswa, misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian, dan honor Guru
dalam rangka penyusunan rapor siswa.

. Pembelian bahan — bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan
Koran/ majalah pendidikan.

. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik. Khusus di sekolah yang tidak
ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses
belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.

. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecetan, perbaikan atap bacor,

perbaikan pintu dan jendela dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
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9.

10.

11.

12.

13.

Pembayaran honorarium bulanan Guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang
membantu administrasi BOS.

Pengembangan profesi Guru, seperti pelatihan, KKG/ MGMP, dan
KKKS/MKKS.

Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi
masalah biaya transport dari dan kesekolah. Jika dinilai lebih ekonomis dapat juga
untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris
sekolah.

Pembiayaan pengelolaan BOS seperti Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan,
surat menyurat, insenﬁf bagi bendahara dalam penyusunan laporan BOS dan
biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank / PT POS.
Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi Guru PNS
diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain
kegiatan jam mengajar. Besaran/Satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah
guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas
kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengelurakan peraturan tentang penetapan
batas kewajaran tersebut didaerah masing-masing dengan mempertimbangkan

faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.
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7. Pertanggungjawaban Sekolah Terhadap Program BOS

1. Tugas dan tanggungjawab sekolah

a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
Bila jumlah dana yng diterima lebih dari semestinya, maka harus segera
mengembalikan kelebihan dana tersebut kerekening Tim Manajemen BOS
Provinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS kabupaten/kota.

b. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim sekolah
mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.

¢. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan

d. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh
dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar
dananya di papan pengumuman sekolah.

e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelolah oleh sekolah dan rencana
penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh
kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah.

f. Membuat laporan pengeluaran bulanan dana BOS dan barang-barang yang dibeli
oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketna
komite sekolah.

g. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang — barang
yang dibeli oleh sekolah tersebut di atas papan pengumuman setiap 3 bulan.

h. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.

i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
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tanggungjawab pemerintah melainkan orang tua dan masyarakat harus andil di
dalamnya. Salah satu cara untuk mendekatkan hubungan antara sekolah dan keluarga
dan masyarakat adalah dengan membentuk satuan lembaga indenpenden yang disebut
komite sekolah.

Tujuan pembentukan komite sekolah diantaranya sebagai wadah untuk
menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakt dalam melahirkan kebijakan
operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan. Dengan demikian,
segala kebijakan operasional tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui
konsultasi dengan komite sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3
(Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan).

Komite sekolah mempunyai peranan penting dalam pembangunan kualitas
pendidikan dengan membantu pihak sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan
maupun pengawasan, serta evaluasi program sekolah. Sehingga akan terjamin
demokratisasi, transparasi dan akuntabilitas sekolah. Ketentuan tentang peran yang
harus dijalankan komite sekolah ditetapkan dalam Keputusan Mentri Pendidikan
Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang
antara lain sebagai :

1. Badan pertimbangan (advisory agency)
2. Badan pendukung (supporting agency)
3. Badan pengontrol (controlling agency)

4. Badan penghubung (mediator agency)
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1. Penelitian Kepustakaan (library Research)

Penelitian Kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-

buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literature atau bahan lainnya yang
dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (Fiel Research)

42

Penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis

langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan :

a. Observasi (pengamatan) yaitu pelaksanaan pengamatan secara langsung

terhadap objek penelitian dengan maksud agar dapat mengidentifikasikan
masalah dan mengumpulkan data yang diperlukan.

. Angket yaitu merupakan suatu bentuk pertanyaan yang diajukan kepada
responden dan responden tinggal membubuhkan jawabannya saja. Jenis
angket yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah angket berstruktur
atau disebut juga angket tertutup, yaitu alat pengumpul data berupa formulir
yang harus diisi secara tertulis oleh sejumlah subjek agar mendapatkan
tanggapan serta jawaban yang kita harapkan. Dalam angket tertutup jawaban
sudah di sediakan, sehingga responden tinggal memilih jawaban dengan
memberikan tanda checklist (Y ) pada kolom yang telah disediakan.

. Interview (wawancara), teknik ini dilakukan pada para pejabat yang
berwenang untuk memberikan informasi, terutama dengan pihak kepala
sekolah dari lokasi penelitian skripsi ini. Tipe wawancara yang dipilih penulis

yaitu tipe wawancara berstruktur, dimana sebelum memulai wawancara
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terlebih dahulu penulis menyusun pedoman wawancara yang diajukan.
Pertanyaan-pertanyaan yang disusun jelas berhubungan dengan kebijakan
kepala sekolah dalam mendistribusikan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri
320 Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Namun di
dalam prosesnya sendiri, penulis tidak menutup kemungkinan akan
munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih

dalam.

C. Variabel dan Defenisi Operasional
1. Variabel

Berdasarkan judul, permasalahan dan tujuan yang ingin penulis ketahui, kasus
yang bersifat lokal, sehingga tidak bisa digenelarisil terhadap masalah yang sama di
tempat atan daerah lain. Maka metode yang tepat adalah metode kualitatif. Dari judul
penelitian ini tidak mengandung variable bebas (independen) maupun variable terikat
(dependen), sehingga tidak diperlukan pengujian terhadap korelasi antar variabel,
melainkan mendiskripsikan hasil temuan apa adanya dan tidak memberikan justificasi

maupun menetapkan besarnya korelasi antar variabel.

2. Defenisi Operasional
Agar tidak dapat salah pengertian atau kekeliruan terhadap istilah — istilah
yang terdapat dalam penelitian ini maka dipandang perlu untuk menjabarkan maksud

dari istilah — istilah tersebut agar terdapat kesamaan landasan berfikir antara peneliti
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dalam pendistribusian (pengelolaan) dana BOS di SD Negeri 320 Sinunukan 1
Kecamatan Sinunukan Kabupaten Madina (Mandailing Natal).

Adapun defenisi — defenisi operasional yang berkaitan dengan penelitian inti
antara lain :

1. Kebijakan

Menurut Friedrick (dalam kismartini 2005: 1-5) mengartikan kebijakan
sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam
mencapai tujuan tertentu.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1988) yang dikutip oleh Sagala Syaiful
(2008:97) mengemukakan bahwa “Kebijakan adalah kepandaian, keramahan,
kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah,
organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud
sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran”.

Koontz dan O’Donnell (1987) yang dikutip oleh Saga Syaiful (2008:97) juga
mengemukakan bahwa “ kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang
mempedomani pemikiran dalam pengambilan keputusan yang memiliki esensi batas-
batas tertentu dalam pengambilan keputusan”. Sedangakan Anderson (1979)

yangdikutip oleh Sagala Syaiful (2008:97) mengemukakan hahwa “kebijakan
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merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan
baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapi tujuan”.
Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana kepala sekolah
sebagai pimpinan pada tingkat satuan pendidikan mengatur sistem operasi sekolah
secara internal mengambil kebijakan mengenai pendidikan dan pengajaran,

manajemen sekolah kesiswaan dan sebagainya.

2. Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin 2001: 68) yang dikutip oleh
Waluyo, S.SOS, M.Si, menyebutkan bahwa “implementasi adalah pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang pentik atau
badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin
diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan
berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”.

Van Meter dan Van Horn (dalam Abdul Wahab 1997:65) menyatakan bahwa
proses implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau
pejabat atau kelempok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Sedangkan
menurut Bambang Sunggono (1994: 137) menyatakan bahwa implementasi kebijakan
merupakan “suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana

tertentu dan dalam urutan waktu tertentu”.
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3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk
penyediaan dana biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar (SD dan SMP).
Dimana Dana Bantuan Operasional (BOS) ditujukan untuk membebaskan biaya
pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain atau sebagian
biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua, agar semua siswa dapat
memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu samapai tamat dalam rangka
penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Biaya operasional sekolah langsung
dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya
ujian, bahan dan biaya praktek.

Dengan demikian pengelolaan dan dana operasional yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah pengelolaan atau pengaturan kenangan sekolah yang berasal dari
Program Kompensasi Pengurangan Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang
pendidikan mulai dari mekanisme penyaluran dana BOS, mekanisme pengambilan

dana BQOS, mekanisme penggunaan dana BOS dan pertanggungjawaban sekaolah.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kalitatif.
Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) yang dikutip oleh Prof. DR. Lexy J.
Moeloeng, MA (2004;248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan
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b. Kebutuhan pendidikan dengan biaya terjangkau
¢. Kebutuhan pendidikan dengan sarana yang memadai
d. Kebutuhan sarana pendidikan terdekat, mengingat jauhnya lokasi pendidikan
yang sudah ada dari Desa Sinunukan 1 khususnya Blok B.
SD Negeri 320 Sinunukan 1 didirkan pada tahun 1980 dan di kepalai oleh
Bapak Ahmad Ringkat Hasibuan, dari tahun 1980 s/d 2006, dimana akhir tahun 2006
Bapak Ahmad Ringkot Hasibuan pensiun, yang kemudian digantikan oleh Bapak
Sumpeno Riyadi dari tahun 2007 s/d 2009, di akhir tahun 2009 Bapak Sumpeno
Riyadi meningkatkan karirnya yaitu menjadi Pengawas di kantor Dinas Pendidikan
Mandailing Natal. Bapak Sumpeno digantikan oleh Bapak Suwardi, SPd, dari tahun
2010 s/d skarang.
SD Negeri 320 memiliki luas tanah 20.000 m?, dengan luas bangunan 424 m?, yang
terdiri dari 6 kelas danl kantor guru, keadaan bangunan permanent dengan SK
Akreditasi B, kurikulum yang dipakai adalah KBK 2008 Departemen Pendidikan
Dasar RI. Untuk meningkatkan fasilitas dan prasarana, SD Negeri 320 Sinunukan 1

melakukan pembangunan yaitu penambahan bangunan untuk ruang perpustakaan.

C. Visi dan Misi
Dalam sebuah organisasi yang sudah berkembang harus mempunyai visi dan
misi agar instansi tersebut berjalan dengan baik demi tercapainya tujuan. Adapun visi

dari SD Negeri 320 Sinunukan 1 adalah “Membina Akhlak, Meraih Prestasi,
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil, data dan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kebijakan Kepala Sekolah SD Negeri 320 Sinunukan 1 Kecamatan Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menunjukkan kategori baik dimana
kebijakan yang dilakukan kepala sekolah untuk membantu sekolah dalam
pendistribusian dana BOS telah dilaksanakan dengan baik artinya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Buku Panduan
BOS dan kepala sekolah juga melakukan sesuai dengan peran yang
diembannya yaitu Sebagai Pendidik (Educator), Sebagai Pengelola (Manager),
Sebagai Administrator (Pengurus), Penyelia (Supervisor), Pemimpin (Leader),

Pembaharu (Inovator) dan Penggerak (Motivator).

2. Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 320 Sinunukan 1 Kecamatan Sinunukan

Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menunjukkan pada kategori baik. Hal
ini dapat diidentifikasi dari beberapa dimensi yaitu dari mekanisme alokasi
dana BOS, mekanisme penyahiran dana BOS, mekanisme pengambilan dana
BOS dan mekanisme penggunaan dana BOS serta pertanggungjawaban

sekolah.
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